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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. DESA 

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018, 

desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.  

2.2. DANA DESA 

Berdasarkan pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 

2018 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara) yang direncanakan untuk desa yang 

ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan difungsikan untuk membiayai 

pemerintahan daerah, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan, dan pemberdayaan kemasyarakatan. 

2.3. PEMERINTAH DESA 

Pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, dapat 

diketahui bahwa yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah 
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penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI). Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan 

nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Desa. 

2.4. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) 

Berdasarkan Pasal 75 UU Nomor 6 Tahun 2014, Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan suatu desa 

yang berasal dari pendapatan desa, dimana pemegang kekuasaan dalam 

pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa. Secara implisit kepala desa 

bertanggung jawab atas realisasi anggaran desa, akuntansi dan pelaporan 

keuangan desa, perbendaharaan desa, dan pelaporan keuangan desa 

(Hoesada, 2019). 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) adalah pengaturan 

keuangan tahunan pemerintah desa, yang dibicarakan dan diselesaikan oleh 

pemerintah dan disepakati antara pemerintah desa dan badan 

permusyawaratan desa, dan dikendalikan oleh pedoman desa (Sujarweni, 

2015). Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah peraturan desa yang 

memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam 

kurun waktu satu tahun. 
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) mengingat 

PERMENDAGRI No. 20 tahun 2018 terdiri dari beberapa bagian sebagai 

berikut. 

1. Pendapatan Desa 

Pendapatan desa adalah semua uang yang didapat melalui 

rekening desa yang merupakan hak desa yang tidak harus dibayar 

kembali dalam satu tahun anggaran. Pendapatan Desa terdiri atas tiga 

bagian yang antara lain adalah sebagai berikut. 

a. Pendapatan asli desa 

Sebagaimana dalam pasal 11 ayat 2 terdir 4 jenis yaitu:  

1) Hasil usaha 

2) Hasil aset 

3) Swadaya partisispasi dan gotong royong 

4) Pendapatan asli desa lain 

b. Transfer 

Sebagaimana dalam pasal 11 ayat 2 terdiri 5 jenis yaitu: 

1) Dana Desa 

2) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah 

kabupaten transfer / walikota 

3) Alokasi dana desa 

4) Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja 

daerah provinsi 
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5) Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja 

daerah 

c. Pendapatan lain-lain 

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 terdiri 

atas 6 bagian yaitu: 

1) Penerimaan dari hasil kerja sama desa 

2) Tanda terima dari bantuan organisasi yang berada di desa 

3) Penerimaan penghargaan dan hadiah dari pihak luar 

4) Koreksi kesalahan dalam konsumsi rencana keuangan 

tahunan terakhir yang membawa penerimaan di 

penyimpanan desa pada tahun rencana keuangan saat ini 

5) Bunga bank 

6) Pembayaran desa otentik lainnya 

2. Belanja Desa 

Belanja desa yaitu seluruh pengeluaran yang merupakan 

pengeluaran wajib desa selama satu tahun anggaran yang tidak dapat 

diterima kembali oleh desa. Adapun klasifikasi belanja desa terdiri 

atas bidang: 

a. Penyelenggaraan pemerintah desa 

b. Pelaksanaan pembangunan desa 

c. Pembinaan kemasyarakatan desa 

d. Pemberdayaan kemasyarakatan desa 

e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. 
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Klarifikasi belanja bidang dan sub bidang dan kegiatan sesuai 

dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa. 

a. Belanja pegawai 

b. Belanja barang dan jasa 

c. Belanja modal 

d. Belanja tak terduga 

3. Pembiayaan desa 

Pembiayaan desa mencakup semua penerimaan yang harus 

diganti dan biaya tambahan yang akan dikembalikan. Baik dalam 

tahun-tahun anggaran berikutnya, pembiayaan terdiri dari: 

a. Penerimaan pembiayaan 

Penerimaan pembiayaan mencakup: 

1) SILPA tahun sebelumnya 

2) Pencairan dan cadangan 

3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan 

b. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari:  

1) Pembentukan dan cadangan 

2) Penyertaan modal desa 

2.5. PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

Pengelolaan dana desa harus sesuai dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang keuangan desa yang 

menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah semua hak dan 

kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa 
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uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban 

desa. 

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 

Tahun 2018 Pasal 29 Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan; dan pertanggungjawaban.  

Penjabaran tahapan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 adalah sebagai berikut.  

a. Perencanaan 

Tahap perencanaan menurut Pemendagri No.20 Tahun 2018 terdapat 

12 pasal, mulai dari Pasal 31 sampai dengan Pasal 42, yang antara 

lain adalah sebagai berikut. 

Pasal 31  

(1) Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan 

perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan 

Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan 

dalam APB Desa.  

(2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan 

APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan 

pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan 

Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.  

(3) Materi muatan Peraturan Bupati/Wali Kota sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:  
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a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah 

kabupaten/kota dengan kewenangan Desa dan RKP 

Desa;  

b. prinsip penyusunan APB Desa;  

c. kebijakan penyusunan APB Desa;  

d. teknis penyusunan APB Desa; dan  

e. hal khusus lainnya.  

(4) Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan 

penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.  

Pasal 32  

(1) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa 

tentang APB Desa kepada Kepala Desa.  

(2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada 

BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam 

musyawarah BPD.  

(3) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat 

bulan Oktober tahun berjalan.  

(4) Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan 

Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, 

Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang 

berkenaan dengan pengeluaran operasional 
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penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan 

pagu tahun sebelumnya.  

(5) Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai 

dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4).  

Pasal 33  

(1) Atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), Kepala 

Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa 

mengenai penjabaran APB Desa.  

(2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan 

Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1). 

Pasal 34  

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) disampaikan Kepala 

Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat atau sebutan 

lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk 

dievaluasi. 

(2) Bupati/Wali Kota dalam melakukan evaluasi berpedoman 

dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa 

tentang APB Desa.  
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(3) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB 

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi 

dengan dokumen paling sedikit meliputi:  

a. surat pengantar;  

b. rancangan peraturan kepala Desa mengenai penjabaran 

APB Desa; 

c. peraturan Desa mengenai RKP Desa;  

d. peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak 

asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;  

e. peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, 

jika tersedia;  

f. peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika 

tersedia; dan  

g. berita acara hasil musyawarah BPD.  

Pasal 35  

(1) Bupati/Wali Kota dapat mengundang kepala Desa dan/atau 

aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi.  

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dituangkan dalam Keputusan Bupati/Wali Kota dan 

disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua 

puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan 

dimaksud. 
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(3) Dalam hal Bupati/Wali Kota tidak memberikan hasil 

evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), rancangan peraturan Desa dimaksud berlaku 

dengan sendirinya.  

(4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP 

Desa, selanjutnya kepala Desa menetapkan menjadi 

Peraturan Desa. 

(5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP 

Desa, kepala Desa bersama BPD melakukan 

penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja 

terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.  

Pasal 36  

(1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

35 ayat (5) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan 

Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa 

tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan 

Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa 

manjadi Peraturan Kepala Desa, Bupati/Wali Kota 
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membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan 

Bupati/Wali Kota.  

(2) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa 

dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja 

setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut 

Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud.  

(3) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap 

operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan 

menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai 

penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB 

Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati/Wali 

Kota.  

Pasal 37 

Bupati/Wali Kota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan 

Peraturan Desa tentang APB Desa kepada camat atau sebutan 

lain.  

 

Pasal 38  

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah 

dievaluasi ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan 

Desa tentang APB Desa.  
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(2) Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember 

tahun anggaran sebelumnya.  

(3) Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala 

Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan 

pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa.  

(4) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB 

Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB 

Desa kepada Bupati/Wali Kota paling lama 7 (tujuh) hari 

kerja setelah ditetapkan.  

Pasal 39  

(1) Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa 

kepada masyarakat melalui media informasi.  

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 

sedikit memuat:  

a. APB Desa; 

b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang 

melaksanakan kegiatan; dan  

c. alamat pengaduan.  

Pasal 40  

(1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa 

apabila terjadi:  
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a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan 

Desa pada tahun anggaran berjalan;  

b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan 

pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam 

tahun berkenaan;  

c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran 

antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar 

jenis belanja; dan  

d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya 

harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.  

(2) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali 

dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar 

biasa.  

(3) Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai 

Pengelolaan Keuangan Desa.  

(4) Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan 

APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa.  

Pasal 41  

(1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap 

Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB 
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Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang 

Perubahan APB Desa ditetapkan.  

(2) Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB 

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 

apabila terjadi:  

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan 

Desa pada tahun anggaran berjalan;  

b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan 

pergeseran antarobjek belanja; dan  

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya 

dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam 

tahun anggaran berjalan.  

(3) Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai 

penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan 

penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada 

Bupati/Wali Kota melalui surat pemberitahuan mengenai 

Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB 

Desa.  

Pasal 42  

Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa mengenai 

APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai 

dengan Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap 

penyusunan Peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa.  
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b. Pelaksanaan;  

Tahap pelaksanaan menurut Pemendagri No.20 Tahun 2018 terdapat 

20 pasal, mulai dari Pasal 43 sampai dengan Pasal 62, yang antara 

lain adalah sebagai berikut. 

Pasal 43  

(1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan 

penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan 

melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ 

Wali Kota.  

(2) Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan 

kepala Desa dan Kaur Keuangan.  

(3) Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di 

wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat 

yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda 

tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.  

Pasal 44  

(1) Nomor rekening kas Desa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 43 dilaporkan kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota.  

(2) Bupati/Wali Kota melaporkan daftar nomor rekening kas 

Desa kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui 

Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.  
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(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan 

untuk pengendalian penyaluran dana transfer.  

(4) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah 

tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional 

pemerintah Desa.  

(5) Pengaturan jumlah uang tunai sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota 

mengenai pengelolaan Keuangan Desa.  

Pasal 45  

(1) Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana 

kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling 

lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB 

Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB 

Desa ditetapkan.  

(2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:  

a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa;  

b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan  

c. Rencana Anggaran Biaya.  

(3) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a merinci setiap kegiatan, 

anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana 

untuk kegiatan yang telah dianggarkan.  
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(4) Rencana Kerja Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf b merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, 

waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, 

dan tim yang melaksanakan kegiatan.  

(5) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf c merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.  

(6) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan 

rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris 

Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

Pasal 46  

(1) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA 

paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi 

menyerahkan rancangan DPA.  

(2) Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah 

diverifikasi oleh Sekretaris Desa.  

Pasal 47  

(1) Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Desa tentang APB 

Desa dan/atau perubahan Peraturan Kepala Desa tentang 

Penjabaran APB Desa yang menyebabkan terjadinya 

perubahan anggaran dan/atau terjadi perubahan kegiatan, 
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Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana 

kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan DPPA.  

(2) DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan; dan  

b. Rencana Anggaran Biaya Perubahan.  

(3) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan 

rancangan DPPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris 

Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

(4) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPPA 

paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi 

menyerahkan DPPA.  

(5) Kepala Desa menyutujui rancangan DPPA yang telah 

diverifikasi oleh Sekretaris Desa.  

Pasal 48  

(1) Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa 

berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala Desa.  

(2) Rancangan RAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) disampaikan kepada kepala Desa melalui Sekretaris 

Desa.  

(3) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rencangan 

RAK Desa yang diajukan Kaur Keuangan.  
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(4) Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah 

diverifikasi Sekretaris Desa.  

Pasal 49  

RAK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 memuat 

arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur 

penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran 

berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.  

Pasal 50  

(1) Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 

memuat semua pendapatan Desa yang berasal dari 

Pendapatan Asli Desa, transfer dan pendapatan lain.  

(2) Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.  

Pasal 51  

(1)  Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 

memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa.  

(2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.  

(3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat 

persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung 

jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan 

bukti tersebut.  
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(4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran 

bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

(5) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan 

buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua 

pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.  

 

Pasal 52  

(1) Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA 

yang telah disetujui Kepala Desa.  

(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau 

penyedia barang/jasa.  

(3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diutamakan melalui swakelola.  

(4) Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan 

material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong 

dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk 

memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan 

masyarakat setempat.  
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(5) Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan 

melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan 

dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang 

dianggap mampu dan memenuhi persyaratan.  

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan 

kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan 

Bupati/Wali Kota berpedoman pada peraturan perundang-

undangan mengenai pengadaan barang/jasa di Desa.  

Pasal 53  

(1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan 

SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai 

dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan 

nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam 

DPA.  

(2) Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan 

pelaksanaan kegiatan dan anggaran.  

Pasal 54  

(1) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 untuk kegiatan 

pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 

(sepuluh) hari kerja.  
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(2) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum 

dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan 

Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan 

dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk 

disimpan dalam kas Desa.  

(3) Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam buku kas 

umum dan buku pembantu panjar.  

(4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan 

pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berupa bukti transaksi pembayaran 

pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris Desa.  

(5) Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi 

pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan 

anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana 

kegiatan anggaran.  

(6) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran 

barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, 

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran 

mengembalikan sisa uang ke kas Desa.  

Pasal 55  
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(1) Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya 

dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan 

setelah barang/jasa diterima.  

(2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilampiri dengan: pernyataan tanggung jawab belanja; dan 

bukti penerimaan barang/jasa di tempat.  

(3) Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), sekretaris Desa berkewajiban untuk:  

a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang 

diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan 

anggaran;  

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban 

APB Desa yang tercantum dalam permintaan 

pembayaran;  

c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; 

dan  

d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur 

dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak 

memenuhi persyaratan yang ditetapkan.  

(4) Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai 

dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris 

Desa.  
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(5) Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai 

dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah 

mendapatkan persetujuan dari kepala Desa.  

Pasal 56  

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib 

menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan 

dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari 

sejak seluruh kegiatan selesai.  

Pasal 57  

(1) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran 

menyusun RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak 

terduga yang diusulkan kepada kepala Desa melalui 

sekretaris Desa.  

(2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang 

diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

(3) Kepala Desa melalui surat keputusan kepala Desa 

menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja 

tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh 

sekretaris Desa.  

(4) Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak 

terduga kepada Bupati/Wali Kota paling lama 1 (satu) 

bulan sejak keputusan kepala Desa ditetapkan.  
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Pasal 58  

(1) Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban 

atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan 

yang berlaku.  

(2) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan 

pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

(3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

meliputi pengeluaran kas Desa atas beban belanja pegawai, 

barang/jasa, dan modal.  

(4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan 

pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

Pasal 59  

Arus kas masuk dan arus kas keluar sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 49 dari mekanisme pembiayaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 dianggarkan dalam 

APB Desa.  

Pasal 60  
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(1) Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a digunakan 

untuk:  

a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan 

lebih kecil daripada realisasi belanja; dan  

b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.  

(2) SiLPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan 

perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampauan 

pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun 

sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan- 

kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa tahun 

anggaran berkenaan.  

(3) SiLPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang 

belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b merupakan perhitungan riil dari anggaran 

dan kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran 

berikutnya.  

(4) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran 

mengajukan kembali rancangan DPA untuk disetujui 

kepala Desa menjadi DPAL untuk mendanai kegiatan yang 

belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b.  
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(5) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran dalam 

mengajukan rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4), terlebih dahulu menyampaikan laporan akhir 

realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala 

Desa paling lambat pertengahan bulan Desember tahun 

anggaran berjalan.  

(6) Sekretaris Desa menguji kesesuaian jumlah anggaran dan 

sisa kegiatan yang akan disahkan dalam DPAL.  

(7) DPAL yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian 

kegiatan yang belum selesai atau lanjutan pada tahun 

anggaran berikutnya.  

 

Pasal 61  

(1) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 25 huruf b dan pembentukan dana cadangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dicatatkan 

dalam Catatan atas Laporan Keuangan.  

(2) Pencatatan pencairan dana cadangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) merupakan penyisihan anggaran 

dana cadangan dalam rekening kas Desa.  

(3) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilarang digunakan untuk membiayai 
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program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan 

dalam Peraturan Desa mengenai dana cadangan.  

(4) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan 

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi 

untuk melaksanakan program dan kegiatan.  

(5) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dianggarkan pada penerimaan pembiayaan dalam APB 

Desa.  

Pasal 62  

(1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 

huruf b dicatat pada pengeluaran pembiayaan.  

(2) Hasil keuntungan dari penyertaan modal sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dimasukan sebagai pendapatan asli 

Desa.  

c. Penatausahaan;  

Tahap penatausahaan menurut Pemendagri No.20 Tahun 2018 

terdapat 5 pasal, mulai dari Pasal 63 sampai dengan Pasal 67, yang 

antara lain adalah sebagai berikut. 

Pasal 63  

(1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan 

sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.  
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(2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan 

pengeluaran dalam buku kas umum.  

(3) Pencataan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.  

Pasal 64  

(1) Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum 

yang terdiri atas:  

a. buku pembantu bank;  

b. buku pembantu pajak; dan  

c. buku pembantu panjar.  

(2) Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran 

melalui rekening kas Desa.  

(3) Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b merupakan catatan penerimaan potongan pajak 

dan pengeluaran setoran pajak.  

(4) Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c merupakan catatan pemberian dan 

pertanggungjawaban uang panjar.  

Pasal 65  

Penerimaan Desa disetor ke rekening kas Desa dengan cara:  
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a. disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah 

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;  

b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan 

dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan  

c. disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang 

diperoleh dari pihak ketiga.  

Pasal 66  

(1) Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan 

RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa.  

(2) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang 

dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur 

Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan 

anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta 

telah disetujui oleh Kepala Desa.  

(3) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang 

dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh 

Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA 

dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan 

anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa.  

(4) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, 

dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan 

diketahui oleh Kepala Desa.  
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(5) Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan 

kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.  

(6) Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

ditandatangani oleh Kaur Keuangan.  

(7) Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

ditandatangani oleh penerima dana.  

Pasal 67  

(1) Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) dilaporkan 

oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat 

tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.  

(2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis 

atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

(3) Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan 

analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 

kepada Kepala Desa untuk disetujui.  

d. Pelaporan;  

Tahap pelaporan menurut Pemendagri No.20 Tahun 2018 terdapat 2 

pasal, dimulai dari Pasal 68 dan diakhiri dengan Pasal 69, yang antara 

lain adalah sebagai berikut. 

Pasal 68  
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(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB 

Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui 

camat.  

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:  

a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan  

b. laporan realisasi kegiatan.  

(3) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat 

minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.  

Pasal 69  

Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi 

pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur 

Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua 

Bulan Agustus tahun berjalan.  

e. Pertanggungjawaban.  

Tahap pertanggungjawaban menurut Pemendagri No.20 Tahun 2018 

terdapat 4 pasal, dimulai dari Pasal 70 sampai dengan Pasal 73, yang 

antara lain adalah sebagai berikut. 

Pasal 70 

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban realisasi APB Desa Bupati/Wali 

Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.  
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(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan 

setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan 

dengan Peraturan Desa.  

(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disertai dengan:  

a. laporan keuangan, terdiri atas:  

1. laporan realisasi APB Desa; dan  

2. catatan atas laporan keuangan.  

b. laporan realisasi kegiatan; dan  

c. daftar program sektoral, program daerah dan program 

lainnya yang masuk ke Desa.  

Pasal 71  

(1) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 70 merupakan bagian dari laporan 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun 

anggaran.  

(2) Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi 

realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui 

Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat 

minggu kedua Bulan April tahun berjalan.  

Pasal 72  
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(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 

70 diinformasikan kepada masyarakat melalui media 

informasi.  

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 

sedikit memuat:  

a. laporan realisasi APB Desa;  

b. laporan realisasi kegiatan;  

c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;  

d. sisa anggaran; dan  

e. alamat pengaduan.  

Pasal 73  

Format Kode Rekening, Materi Muatan Penyusunan Peraturan 

Bupati/Wali Kota tentang Penyusunan APB Desa, Peraturan 

Desa tentang APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang 

Penjabaran APB Desa, Panduan Evaluasi Rancangan 

Peraturan Desa tentang APB Desa, Peraturan Desa tentang 

Perubahan APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang 

Penjabaran Perubahan APB Desa, DPA, DPPA, RAK Desa, 

Buku Pembantu Kegiatan, Laporan Perkembangan 

Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, SPP, Laporan Akhir 

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, DPAL, 

Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Peraturan 

Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa, Buku 
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Kas Umum, Buku Pembantu Kas Umum, Kuitansi, Laporan 

Pelaksanaan APB Desa Semester Pertama, dan Laporan 

Pertanggungjawaban tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri 

ini.  

Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 

dilakukan dengan Basis Kas. Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan 

dari rekening kas Desa. Pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan 

menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.  

2.6. PENELITIAN TERDAHULU 

Tabel 2. 1 

Penelitian Terdahulu 

No. Judul Variabel Hasil Penelitian 
1. Analisis 

Pengelolaan 
Keuangan Desa 
Berdasarkan 
Peraturan Menteri 
Dalam Negeri 
Nomor 20 Tahun 
2018 (Studi Kasus 
Di Desa Perangian 
Kecamatan Baraka 
Kabupaten 
Enrekang). 
(Agustina, 2021) 

Perencanaan, 
pelaksanaan, 
penatausahaan, 
pelaporan, 
pertanggungjawaban 

Hasil dari penelitian ini 
adalah pengelolaan 
keuangan Desa Perangian 
untuk Tahun Anggaran 
2019 sudah sesuai dengan 
Peraturan Menteri dalam 
Negeri Nomor 20 Tahun 
2018 tentang tentang 
Pengelolaan Keuangan 
Desa. 
 

2. Implementasi 
Peraturan Menteri 

Perencanaan, 
pelaksanaan, 

Hasil dari penelitian ini 
adalah Implementasi 
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Dalam Negeri 
Nomor 20 Tahun 
2018 Tentang 
Pengelolaan 
Keuangan Desa Di 
Desa Simpang 
Karmeo Kecamatan 
Batin   iv Kabupaten 
Batang Hari 
(Rozaldo, 2021). 

penatausahaan, 
pelaporan, 
pertanggungjawaban 

Pengelolaan dana desa 
pada Desa Simpang 
Karmeo ternyata belum 
berjalan dengan maksimal, 
pemerintah desa tersebut 
sering terlambat dalam 
membuat laporan pada 
pertanggungjawaban. 
Kemudian dari pada itu 
pemerintahan desa 
tersebut sering sekali di 
sebabkan kelalaian dan 
tidak mengetahui 
computer, dan berakibat 
pada pencairan pada tahap 
berikutnya.  

3.  Evaluasi 
Pengelolaan Dana 
Desa Berdasarkan 
Permendagri Nomor 
20 Tahun 2018 
Tentang 
Pengelolaan 
Keuangan Desa 
(Studi Kasus Di 
Desa Kepuharjo 
Kec.Karangploso 
Kab.Malang) 
(Tohari et al., 2021) 

Perencanaan, 
pelaksanaan, 
penatausahaan, 
pelaporan, 
pertanggungjawaban 

Dari hasil analisa dan 
pembahasan dapat 
disimpulkan bahwa : 
Mekanisme pelaksanaan 
dan tata kelola yang 
dilakukan pemerintah desa 
Kepuharjo dalam 
pengelolaan Dana Desa 
sudah mengikuti 
Permendagri No 20 tahun 
2018 .Meskipun ada 
kekurangan namun 
Peneeliti menganggap 
tidak terlalu signifikan 
yaitu pada tahap 
perncanaan yang tidak 
sesuai dengan schedule 
yang sudah ditetapkan 
dikarekan kondisi 
pandemic Covid 19 yang 
mengakibatkan 
mundurnya pelaksaan 
Musdes RKP. 
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4. Analisis Penerapan 
Pengelolaan 
Keuangan Desa 
Berdasarkan Acuan 
Peraturan Menteri 
Dalam Negeri 
Nomor 113 Tahun 
2014 ( Studi Kasus 
di Desa Margodadi, 
Seyegan, Sleman, 
Yogyakarta) (Carla, 
2018). 

Perencanaan, 
pelaksanaan, 
penatausahaan, 
pelaporan, 
pertanggungjawaban 

Berdasarkan hasil tabel 
perbandingan, penerapan 
pengelolaan keuangan di 
Desa Margodadi sebagian 
besar sudah sesuai dengan 
acuan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 113 
Tahun 2014. Hanya saja 
ada beberapa 
ketidaksesuaian penerapan 
pengelolaan keuangan 
desa di Desa Margodadi. 

2.7. KERANGKA PEMIKIRAN 

Penelitian ini menganalisis tentang Pengelolaan Keuangan Desa 

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

dengan mengacu pada pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan 

yang akan digunakan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan, dan pertanggungjawaban. Untuk lebih jelasnya penelitian 

menggambarkan kerangka pikir sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kantor Desa 
Purwomartani 

Kecamatan Kalasan 
Kabupaten Sleman 

Pengelolaan 
Keuangan 

Desa 

Perencanaan 

Pelaksanaan 

Penatausahaan 
 

Pelaporan 

Pertanggungjawaban 

Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 20 Tahun 

2018 

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran 


